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FYow 3 cnesia vang pada tahun 1981 _telah me

nunjukkan perkembangan vang memuaskan ; _

f

b. bahwa terdapat anino ya:g cuxup besar dari masyarakat setempat
sehingga jumlah calon yang masui sekolah-sekolah filial terse-
but diatas cukup basar ; 3 ‘

c. bahwa ada kesedizan dari para Kepala Daerah setempat untuk mem
bantu usaha sekolah~sekolah £ilial tersebut pada sub a ;

d. bahwa berhubung dengon hal-hal tersebut diatas dipandang perlu
menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial
tersebut pada sub a.

: a. Keputusan Presiden Xepubliik Indonesia :
- 1. No. 44 tahun 1874 ; -
2. No. 45 tahun 1974, ccbagaimana telah diubah/cditambah ter-

akhir dengan Keputusan .Presiden. Republik
Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 x
4, No. 14 A tahun 123
5. No. 40/M tahun 1¢3

5. Mo. 18 tahun 1981 ;
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ikan dan Kebudayaan tanggal 11 Septem—
0 dan No. 0222h/0/19¢0.

b. Keputusan Menteri Peaci
ber 1980 No. 0222b,/0/1°

d
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dalam su-

atnya tanggal 9 Jnli
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Keempat : Hal-hal yang kelum diatur dalam Keputusan ini ekan cdiatur lebik laon-
i . jut dalam ketentuan tersendiri. !
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-

rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 198l1.

Ditetapkan di Jakarta J,,——’""’
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
' a.n.b.
) Sekretaris Jenderal, 3
. t.t.d.

( Soetanto Wirjoprasonto )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara, : %
5. Semua Menteri, ’ !
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K, y
9. Sermua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BRP3K pada Dep. P dan K, :
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K, »
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
‘13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam Jingkungan
Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,~
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Wingkat I,
16. Semua Koordinatcr Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akadewi dalam lingkunygin .
Dep. P dan K, :
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara, p
19. Radan Pemeriksa Keuangan, '
20, Dbitjen. Mnggaran,
21, Ditjun. Pajak,
22, Dit. Porbendal: an dovt Belans 1¢N . Aagagavan Dap,fovengan,
23, Bama Ké o Poerbonds Lo
24, Ketuva LRR-RI,
25, ¥emisi IX DER-RI. -
26. Sekoloh yeng bvluithut&n./f"
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